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TENTANG

i

PENGGABUNGAN TAMAN Rj NAK-KANAK LUAR BIAbA N E(,nERI TABALONG,

SEKOLAH DASAR

UAR BIASA NEGERI PELITA HAT I, 'LAH MENEN GAH

PERTAMA LUAR BIASA PELITA HATI TANJUNG DAN SI KOL/\II MENENGATT
ATAS LUAR BIASA PELITA HATI TANJUN (G MENJADI SE KQ LAH LUAR BIASA

Menimbang

. bahwa | berdasarkan p(‘::rtimbangap

NEGERI TABALONG

ri‘;UPATI TABALONG,

 a. bahwa = dalam rangke men:ngks Ltkcw lnalitas  dan

membe’r‘dayakan Sarana-prasarana guna menunjang
penuntﬂ wajib  belajar 12 (dua belas) tahun

sebagdl program prioritag nasional, dipuru’ ang perlu

m\“ldekcﬂl penggaburngan Taman K anak-kanak Luar
Biasa CI‘KLB) Negeri Tabalong, .;>6,k<§)lah Dasar Luar
Biasa (;UDLB) Negeri Pelita Hati, Sekolah Menenpah

Pertamé Luar Biasa (SMPLB) Pclité:» Hatl Tar;

Sekolaﬂ Menengah Atas Luar Bias a (SMALB) Pelite

Hati Paq]ung di Kabupaten Ta halor};D

. bahwa | peng ggabungan tersebut d:lakuk.;m cdalarn

upaya ;;e.ﬁs-lensx pengelolaan Penclidiik:an Luar Binsa
(PLB) 1.3_111tuk memberikan 1<:eleh,1as%;an pengelolaan
PLB mulai dari TKLE, SDLB, QMPIB dan SMALR
secara berkesiuanilbulmar» 'Penogqbunanr' ini juga
diperlukan untuk mem berikan kese mpatan yang lehih

ﬁ ;
luas kef ada anak-anak berke bumhfa‘n khusus dalam

mempe*; oleh "pendidikan dan u'pay[a menuntaskan
wajib 'b;:lajar 12 tahun; i

sebagaimana
dimaksuid dalam huruf a dan i’;UI‘U.f b, perlu

l

ditetapl'an dengan Keputusan Bupati "Tabaleng;

i




Mengingat

Undang-U

Pembenty

Daerah

Tabalon
Tahun 1
Negara R
Undang—t;
Penyands
Indonesiz
Negara R
Undang-1

Asasi Ma

Indang Nomor & Tahun (1965 tentang

kan Daerah Tingkat II |Tanalh Laut,

lingkat 11 Tapin dan Daerzh "I‘ingkat 1
(Lembaraan Negara Repu élik Indonesia
D65 Nomcer 51, Tambal?.an Lembaran
~publik Indonesia Nomor 2756);

Jndang Nomor 4 Tahun 51997 tentang
ng Cacat (Lembaran Negig;ara Republilk
 Tahun 1997 Nomor 9, Tal.nbe;lhan Lembaran
spublik Indonesia Nomor 3670!);

Jndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

nusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik
Undang-
Pembent]

Tingkat

(Lembaran Negara Republik

Nomor

Indonesia Nomor 2756);

Indonesia Nomor 3886);

Jndang Nomor &8 Tahun |1965

tentang

o

1kan Daerah Tingkat II Tanah Laur, Daerah
g

Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- !
51, Tambahan Lembaran Negara Republik

i

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem
Republik

Tambahén

Pendidikar. Nasional (Lembaran Negara

2004 Noraor 78,
Repuyblile

Indonesia Tahun

Lembaran Negara Indonesia

Nomor 4130 1);

| : |
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 1 o7, Tambahan Lembaran Negara

Republile

’Undangf(]ndamg

Pembentukan

Indonesia Nomor 4586);
Nomor 12 Tahun

" Peraturan

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara

Nomor

gara Republik Indonesia Tahun 2011

{82, Tambshan Lembaran l\j!egara Reﬁublik

Indonesia Nomor 5234},




‘<

O

10.

1

pot
N

1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeri;atahan Dacrah (Lembaran WNegara Republik
Indone‘ila Tahun 2014 Nomor Q49; Tambahan
Lembal;ian Negara Republik Indon Nomor 5587)
sebaoagmana telah diubah beberapa kali terakhir
denﬂaﬂa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pcmbahfm Kedua Ah% Undang-Undang Nornor 23

Tahuni 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembgran  Negera Republik lIndonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Le¢mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang

Pendidikan Luar Biasa (Lembara §Negara Republik

Indonesia Tahun 1991 Nomoré 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi%z, Nomor 3460);

Peratl;ran Pemerintal: Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nonlor 41, Tambhahan
Lembzé.ran Negara Republik Indonésia Nomor 4496)
sebagélimana telah  diubah  dgngan

Pemnerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentarig Standar Pendidikan Nasional (Lembaran

Negar;a Republik Indonesia Tahuni 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaren Negara Rcl,pubhl\
Nomor 4700);

Indonesia

Pe'ra‘q:,lran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengglolaan Keuangan Daerah (Lembe- ran Negara

Repuplik  Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140,

Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomgr 4578);
. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengglolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 23, Tambahan Lembaran| Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengej;n Peraturan Pemerintah Nom’lor 66 Tahun 2010
tentaxilg Perubahan Atas Peraturan ;Pemerintah Nomor
17 {Tahun 2010 tentang if'engelsalaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lz_ﬁ:mbamn Negara
Republik Indonesia Tahun 20110 Nomor 112,
Tambahan Lembaren Negara Républik: Indonesia
Nomoyr 5157);

.Perati;n'an Menteri Dalam Negeri (Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerdh, sebagaiman telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomar 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peratiiran Menteri Dalam Negeri 'Nomor 13 T ahun
2006itentang Pedoman Pengelolaan% Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia ”i‘ahun 2011 Nomor
310);

.Kepuﬁ:usan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomadr 0491/U/199% tentang Pendidikan Luar Biasa;

.Kepujusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0491/U/1992 tentang Kurileulum Pendidi

(-d-l
jon
e
[
?j)

Luar Biasa;
.Peratyiran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32
Tahup 2008 tenitang Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi rura Pendidikan Khusus;

.Pcratv,l ran Menteri Dalam Negeri Namor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukium Daerah (Berita

Negaya Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

2

.Peratiiran Mensteri Pendidikan idan Kebudavaan

Nomgr 157 Tahun 2014 te;htang Kurikulum

Pendidikan Khusus;

.Peratqran Gubernur Kalimantan !Selatan Nomor 65

Tahuh 2013 tentang Pendidikan Khusus dan La
i




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Segala

Khusus di Kalimantan Selatan;

.Peraturain Daerah Kabupaten Tabal

Tahun ‘9007 tentang Urusan Pemer]

Kabupatven Tabalong (Lernbaran

Tndonem‘a 2007 Nomor (;'

Tahun

Ng:
19,

mg Nomor 09
ntahan Daerah
gara Republik

Tambahan

Lembardn Negara Rzpublik Indonesia Nomor 03);

Tahun

1 2009 Sistem

Pendidikan Di Kabupaten Tabalong (Le

tentang

1'(abupaﬁen_ Tabalong Tahun 2009 Nom
22.

Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Daerah Kabupater: Tabalong (Lem
Kabupaﬁn Tabalong Tahun 201¢
Tambah{m Lembaran Daerah Kabuj
Nomor 0;4);

. Peraturgn Daerah Kabupaten Tabalong Nomor: 06

Penyelenggaraan

mbaran Daerah

pr: 06;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalbng Nomor 15

Tata Kerja Dinas

baran Daerah

b Nomor 15,

baten Tabalong

MEMUTUSKAN :

’4

Tabalong iekolah Dasar Luar Biasa Ne

: Menngabur;]gkan Taman Kanak-kanak Luar Biasa Negeri

o'prl Pelita H ati,

Sekolah M;*nenrrah Pertama Luar Biasa Pelita Hati
Tanjung, Q€§1<201r:1h Menerigah Atas Luar Biasa Pelita Hati

Tanjung megn_]adl Sekolah Luar Biasa Negeri Tabalong.

akibat

timbual  dari

yang

Sebz\sgaimangh dimaksud dalam Diklun

| penggabungan

KIESATU akan

1.
diatur sesyai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlakij.
E
Keputusan

Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

: Segala biay1 yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

ini, di bebankan pada An ggamn Pen wdapatan




Salinan Keputusan ini di sampé

KEEMPAT

1.

2.
3.
4.
3.
6.
7.

8.
0,
10,

¢ Keputyisan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphan i Tanjuag
pada tanggal 2 4 JUL 7015
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aikan kepada Yth:

Menteri Pendidikan dan Ke@iudayaan di Jakarta.
¢

Direktur Jenderal Pendidik
Gubernur Kalimantan Selat
Ketua DPRD Provinsi Kalj
Kepala Dinas Pendidikan
Ketua DPRD Kabupaten Tal
Ketua Pckja PK-LK Provinsi
Inspektur Inspektorat Daery
Kepala Dinng Pendidkan Ka
Kepala Kantor Kementerian

1‘15an di Banjarmasin
n};.antan Selatan di Banj
Py

1 Dasar dan Menengah Kemendikbud di dakarta,

armasm |
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